BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian yang telah dilakuakan, dapat diperoleh

kesimpulan sebagai berikut :

1.

Kendala penerapan diversi bagi pelaku dalam penanganan perkara tindak pidana
penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Magelang yaitu pihak anak
pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika hanya menganggap fungsi dan tugas dari
pembimbing kemasyarakatan tidak dapat menyelesaikan perkara tindak pidana yang
sedang dijalani oleh anak. Kendala kedua terkait kordinasi pihak yang terlibat dalam tindak
pidana anak, baik anak pelaku penyalahguna narkotika, dan instansi yang terlibat baik dari
kepolisian maupun kejaksaan, kurangnya kordinasi antar pihak yang belum berjalan
optimal. Konsistensi para pihak juga menjadi kendala dalam upaya diversi, konsistentsi
terkait ketidak hadiran para pihak dalam jadwal pengupayaan diversi yang sudah
ditetapkan. Kurangnya pemahaman penerapan diversi dalam perkara tindak pidana
narkotika oleh aparatur penegak hukum seperti pihak polisi, jaksa, dan hakim yang
menanganai perkara tindak pidana narkotika anak. Kendala ketiga berkaitan dengan sarana
dan prasarana yang menjadi kendala dalam upaya diversi, sarana dan prasarana yang
dimaksud yaitu masih belum adanya lembaga khusus yang memang benar-benar menjadi
wadah untuk dijadikan pendidikan anak pelaku tindak pidana sehingga menjadikan anak
tersebut berprilaku baik dikemudian hari. Faktor dari anggaran juga menjadi kenadala

pengupayaan diversi dalam penanganan perkara tindak pidana
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penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, karena pembimbing kemasyarakatan
juga harus memperlukan biaya dalam menjalankan tugasnya untuk pengupayaan diversi.
Jumlah pembimbing kemasyarakatan yang terbatas juga menjadi kendala dalam
pengupayaan diversi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang
dilakukan oleh anak. Kendala dalam penerapan diversi karena faktor kurangnya
pengetahuan para pihak terkait, lalu karena memang sudah diupayakan diversi akan tetapi
mengalami kegagalan, dan sudah menghasilkan ketetapan diversi akan tetapi terdapat
kendala dalam hal eksekusi dari ketetapan diversi tersebut. Kendala dalam hal jalannya
eksekusi dari ketetapan diversi tersebut disebabkan dari pengawasan yang dilakukan dalam
hal eksekusi karena apabila tidak dilakukan pengawasan maka ketetapan diversi tidak akan
berjalan sebagaimana semestinya.

Kebijakan hukum pidana terkait hal pengaturan diversi dalam perkara tindak pidana
penyalahgunaan narkotika oleh anak dikatakan sudah baik akan tetapi masih dijumpai
aparatur penegak hukum yang belum menjalankan tugas dalam upaya diversi sesuai dengan
kebijakan hukum pidana. Dikatakan sudah baik karena dalam kebijakan hukum pidana
yang mengatur diversi saat ini sudah memberikan perlindungan hak bagi anak terkhususnya
anak pelaku penyalahgunaan narkotika agar penyelesaian perkara tindak pidana
penyalahgunaan narkotika yang sedang dihadapi dapat diselesaiakan diluar sistem
peradilan yaitu dengan upaya diversi, bentuk perlindungan yang mana kebijakan hukum
pidana menjamin perlindungan hak untuk kehidupan anak yang lebih baik dimasa yang
akan datang dengan memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan demi fisik serta mental

anak agar lebih baik dikemudian hari karena anak merupakan generasi penerus bangsa
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dengan tidak mengesampingkan kewajiban anak tersebut agar bertanggung jawab atas

perbuatan yang telah dilakukannya.

B. Saran

1.

Upaya yang dapat dilakukan agar diversi dalam penanganan perkara tindak pidana
penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak berjalan secara optimal yaitu pertama
upaya untuk memberikan edukasi berkaitan dengan tujuan dari diversi tersebut kepada
pihak anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika beserta keluarganya, agar pihak
anak pelaku penyalahgunaan narkotika mendapatkan informasi tentang arti dan tujuan dari
diversi serta peranan dari lembaga kemasyarakatan guna menyelesaiakan perkara tindak
pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dengan dasar keadilan dan
memberikan perlindungan bagi anak. Pemberian edukasi tidak hanya terhadap pihak anak
yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika akan tetapi juga terhadap
aparatur penegak hukum baik polisi, jaksa dan hakim, agar dapat lebih memahami terkait
penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak.
Saran berikutnya terkait anggaran yang mana disni pemerintah sebaiknya memberikan
anggaran yang lebih yang nantinya digunakan oleh lembaga kemasyarakatan untuk
menyelesaiakan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak
melalui diversi guna memberikan perlindungan bagi hak anak, yang mana anak dianggap
sebagai generasi penerus bangsa. Pemberian edukasi bagi pihak yang terlibat juga disertai
dengan penegasan bagi para pihak berkaitan konsistensi para pihak agar dapat bertanggung
jawab atas jadwal dari dilaksanakannya upaya diversi. Berkaitan dengan sarana dan
prasarana pada saat ini memang dikatakan sudah terdapat fasilitas maupun lembaga yang

baik memberikan pelayanan kesehatan bagi anak terkait fisik dan mental serta memberikan
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keterampilan anak agar dapat diterima kembali didalam masyarakat. Saran dari eksekusi
dalam pelaksanaan dari ketetapan diversi yaitu terkait pengawasan yang mana memang
pada saat ini sudah dilakukan oleh pengadilan, akan masih harus ditingkatkan dalam hal
pengawasan dari pengadilan serta pihak terkait juga perlu melakukan pengawasan agar
ketetapan diversi tersebut dilaksanakan dengan baik guna membentuk karakter anak
tersebut lebih baik dikemudian hari, terlebih saat ini dalam proses pengupayaan diversi
sudah dilakukan pencatatan melalui digital yang tentu saja menjadi patokan guna
pelaksanaan diversi serta eksekusi diversi tersebut berjalan optimal dan sesuai dengan
tujuannya.

Saran terkait kebijakan pidana dalam implikasi diversi dalam penanganan tindak pidana
penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, pada saat ini sudah terdapat kebijakan
pidana yang sudah baik terkait diversi dalam penanganan perkara tindak pidana
penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, akan tetapi masih diperlukannya
evaluasi kembali guna memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak melalui upaya
diversi terutama pada tahapan penyidikan serta penuntutan karena saat ini masih terdapat
aparatur penegak hukum yang tidak mengedepankan upaya diversi dalam penyelesaian

perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.
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